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PENDAHULUAN

Sebelum  Undang-Undang
Momor 22 Tuhun 1999 tentang
Pemerimahan Daerah. hubungan
Pemenntah Pusat (selanputnya di-
schut Pusaty dan Pemerintah Da-
crah (selanjutnya disebut Daerah)
lchih terfokus pada hubupgan da-
lum penyelenggaraan urusan pe-
merintahan, UL Moo 22 tersebut
memakan istilah kewenangan da
Jam btdany pemerintihan, Semen-
g itw Undang-Undang  Dasar
1945 thastl  amandemen)  serla
Undang-Undang Nomor 32 Tabun
2004 tentang Pemerintahan Dae-
ralt memakai stilah wrusan pe-
merintahan, Dakam Pasal 11 Avat

" Sl Pengajar Fakultas Hukuo Linversatas
Tarumanagara,

(21 LT We.o 32 Tahun 2004 dite-
miskun huhwa “penyelenggaraan
urusan  pemerintaban dimaksud
merupakan pelaksanaan hubungan
kewenangan  antara  pemerintah
dun duerah otonom yang saling
terkait, terganlung, dan sinergis
sebagal situ sistem pemerintah-
an”. Pemahkaian istilah “ornsan™
pemenntahan lebih bak daripada
islilah “kewenangan™ dengan ber-
higal pertimbangin.
Pengejawantahan desentrabi-
sasi adalah otonomi daerah dan
daerah otonom. Secara  vundis,
konsep dacrabh otonom dan oto-
novmi daerah mengandung elemen
woewenang mengatur dan mengu-
rus, Wewenung moengatur dan me-
ngurus merupakin substansi oto-
nomu dueral. Aspek spasial dan
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miasyarakat  vang memilike dan
terliput dalam atonomi dacrah te-
lah jelas sejak pembentukan dag-
ruh otonam. Perlu kejelasun lebih
lamput - adalab mengenai  matert
wowenany yang tercakup dalam
monomi dacrah. Oleh karena itw,
disumping pembentukan daerah o-
tonom tereakup dalam konsep de-
sentrabisasi  adalah penyerahan
tatert wewenang atau disebut da-
tam1 Pasai 18 UUD 10945 pasca
amandemen sebagul “urusan™ pe-
merintahan. Dengan  penverahan
wusan  permerintahan olch Pusar
kepada dacrah otonom berarti ter-
Jadi disteibust urusan pemerintih-
an  yang secura amplisit antara
pemerintab dan daerah ¢lonom
tDwi  Andavam  Budisctyowati,
2004 11

Konsep urusan pemerintah-
an menonjukkan  dua ndikator
penting, yaio fangsi atau aklivitas
dun asal urusan pemerintahan ter-
sebut, Urusinn pemenntahan yang
cdidistribusikan hanya berasal dari
Presiden dan Gduk  berasal dan
orzanisast (lembaga-iembaga) ne-
guri lainnyva. Oleh karena i, da-
lam konteks ini muncul berbagai
urusian pemerintahan scperti pen-
didikan. kesehatan, pekerjaan u-
mum dan lan-lain,

Wialuupun konsep desentra-
lisasi mengandung  kewenangan,
namun v kalangan pakar asing
selulu dibahas wntang pambagian
fungsi  (fumetions)  atau  urusan
tetffairs). Bahkun kerapkalt dila-

kukan pengelompokan fungsi se-
pertl protective  functions, emvi-
ronmental functions. development

funections dan secial welfare fune-

s (Denms Rondmelli, 1990:
35). Fungsi-fungsi imi akan dikaji
berkaitan dengan hubungun kewe-
nangan antara pusat dan dacraty,

Salah satu agenda pembi-
ngunan nasional adalah mencip-
takan tata pemenmtaban yang ba-
ik, bersih, dan berwibawa. Agen-
da tersebut merpakan upaya un-
luk mewujudkan taty pemerintah-
an vang baik, antara Lan: keter-
bukaan, akuntabilitus, efektifitas
dan ehsien, supremasi  hukum.
dan partisipast masvarakat vang
dapat menjamin kelincaran, kese-
rasian dan keterpadaan wigas dan
fungsi penyeienggaraun pemerin-
tahan dan pembangunan. Dalam
cra  reformasi, maka  reformast
hirokrasi pun harus diterapkan ba-
tk ditingkat pusat maupun daerah.

Reformasi birokrasi beluin
berjalan sesuad dengun  tontatan
masyarakat. Hal tersebut terkait
depgan tingginya kompleksitas
permasalahan dalarm mencan so-
lusi perbaikan.  Demikian pula.
masih tingginya tingkat penyalah-
gunian wewenang, banyak prak-
tik KKN {korupsi, kolusi, dan ne-
potisme), dan masih lemahnya pe-
ngawasan terhadap kinerja apara-
tur negara merupakun  cerminan
dari kendisi kinerja birokrast vang
masih jauh dari harapan.



Bunyaknya  permasalahan
birokrasi tersebul i atas, belum
sepenubinya terates baik darl sisi
mternal maupun  eksternal,  Dari
sisi mternal, berbagai [aktor se-
perin demokrasic desentralisast dan
internal birokrist it sendirl, ma-
sih berdampak padu tingkat kom-
pleksitas  permassishan dan da-
fa upaya mepcart solusi lima
tahun ke depan. Sedangkan dari
sist eksternal. (aktor globalisas
dan revolusi teknelogl  informasi
juga akan koat berpengarah terha-
dap pencarian aiternatif-alternatif
kebijakan dalam bidang aparatur
negari.

Ketudaan komitmen dan pa-
radigima 1entang peran, keduduk-
kun., dan fungzi administrasi ne-
gara dalam pembangunan negara
lelah menjadi penyebab reformasi
hirokrasi di Indonesia tidak memi-
liks ves). dan berjalan sangat spo-
radis. Semua bentuk reformasi
vang dijafankan di negara lain
diadopsi tanpa satu tujuan yang
terkait dan terintegrasi. Ketidak-
pahaman ini telah menyebabkan
tidak saja gagalnya program pem-
hangunan, lelapi juga marjinali-
suxsi peningkatan kapasitas admi-
nistrasi negara sebagai agen pem-
bangunan.

Sate hal yang tidak daput
terlupakan di dalam melakukan
reformasi adnuinistrasi negara ada-
luh mulai ditumbuhkan dan di-
kembangkannya pemikiran-penmi-

kiran tentang perlunya  mere-
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komseptualisisikan dan mereposi-
s, serta merevitahsas kedudukan
hukum admimisirasi negara dalam
penyelenggaraan  Pemerintahan,
khususnyil penyelenggaraan  pe-
mierintahan vang haik. Penveleng-
Baraan e vange balk, menuaro
Pluto (ko Prasojo, 2006 15,
wlalah peraerintuhan yang  dida-
sarkan pada pengatiran hukum
vung baik. dan penvelengguraan
pemerintahan yang didusarkan pa-
dia hukum merupakan sakah satu
alternatf vang badk dalam penve-
iengeiraan negara. Hukum Admi-
nistrast Negara (HANT merupakan
ustrumen wituk tersclenggaranya
pemerintuhan vang  baik. HAN
merupakian konkritisasi hubungan
antury pemerintah dengan masyi-
rakat,

1I. PERMASALAHAN
Dari uraian di atas. maka per-

musalahan vang akan dibahas da-
lam tulisan ini adalah "Bagaimana
hubungan hewenangan Pusat dun
Duacrah dalam Era Reformas: Bi-
rokrasi  dadam rangkas  Otonomi
Daerah?™,

1ILPEMBAHASAN

Hukum Administrasi Negara
(HAN) puda masa kima telah me-
npalami berbugar perkembangan,
buik secara learinis maupun secara
praktis.  Perkembangan  tersebut
didasarkan pada berbagan perkem-
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hangun sang terjadi di berbugi

sehtor vang uda. seperti sekior

perekonomian, scktar politk, sck-
tor perdagangan. schtor pemerin-
Githan, dan lain sebagainya. Dina-
mika dari berbugai sektor tersebut
berpengaiult 1erbadap makna dan
ruang lingkop doare maen HAN,
sehineea terlihat bahwa HAN (-
dak lagr hunyvs menjadi hukum
vang mendatiur pemerintahan se-
ot mnnun HAN puda kenvata-
atnyvu stediab g mengastue berba-
st bl di loar lingkup tradisional-
nva selama it

Sevara umun. perkembangan
herhagai  sektow kemasyarakatan
memberikan kontribusi yang sig-
nihkan hagi pengembangan HAN.
hatk d1 Indonesia maupun di ne-
cara lainnya. ial mi menvnjukkan
bihwa HAN merupakan hukum
viny bersifat dinanus, dan selaty
lerbuka akan  penyesesowin dan
perkembangan yang  terjadi di
masvarakat. HAN adalah hukum
vang selalu berkaitan dengan ak-
tivitus dun perilaku admunistrass
nerara dan Kebutohan masyarakat
serlil interikst di antara kedua hal
lersechut wang pada dasarnya me-
rupakan aktivitas yang  bersifat
daktif, dinamis. dan terbuka,

fokuasaan  dan kewenangan
merupakan doa hal yvang berbeda
namun mermlikil persamaan dian-
tara keduoanya. Kekuasaan lebih
hanyak bherkaitan dengan hal-hal
vang bersifut formal sedanpgkan
kewenangan lebih banyak berkair-

<«<»

#n dengan hal-hal vang sifwnya
materill. Kekuasasn adalah forma-
litas kewibawaan dan para pegabar
administras:  nepara. sedangkan
kewenanpgan adalah kKekuatan ma-
tertl yang dumiliki olel setip
pejubit administrasi negara dakam
melaksanakan  tugasnya  sehari-
bari (Safri Nugraha, 20060 200
Buik kekuoasaan maopun kewena-
ngan, keduanyva diperaleh dan
berbaga  peraturan perundang-
undiangan yang mengalur tentang
administras negara.

Dalam kehidupan sehari-hari,
masyarakat seringkali udak dapat
membedakan  antara  kekuoasaan
dan  kewenangan  vang  dimiliki
olch pejabat administrasi negard,
Banyak hal vang menjadikan per-
bedaan antara keduanyva menjads
rancu. Sebuagal conteh. sebulan
Kepala Negara lebih banvak ber-
kaitan  dengan  kekuassun  yang
dimilikinya, sedangkan  sebutan
Presiden lebih banyak  berkattan
dengan kewenangan pemerintih
vang dimilikinya. Namun karena
sehutan Kepala Negara dan Presi-
den melekat pada satu orang, ma-
ka masyarakar sering tidak dapit
membedakannya dengan jelas.

Kekuasaan pemerintahan  se-
bagaimana diatur dalam  ULUD
1945 merupakan legalitus formal
vang dimiliki oleh seorang Pres-
den, sedangkan kewcnangan pe-
merintahan adalah tindakan oa-
tertl yang duapat dilakukan olch
segorang Presiden dalam melaksa-
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nakan tugas pemenmtabannyya se-
hari-hari. Dengan legalitas formal
yang dimelikinys, seorang Pre-
siden memiliks Kekuasaan  unwk
memperta-hankan dun melimdong
wilayah Republik fndonesia. se-
dungkan dengan kewenangan pe-
merintaban yang dumbikinya Pre-
siden dapat melakukan herbagin
tindakan hukum dan keputusan
penerintihan untuk  melaksana-
kan kekuasaan formal vang dini-
likinva, Oleh kKarena itg antara ke-
kuasaan dan kewenangat schenare-
nya terjady hubungan vang saling
berkaitan dan sinergi di antara
keduanyva, Namun demikian, si-
nerg di antara keduanya barus di-
awasl agar Oduak eroipta kesowe-
nang-wenangan. Dalam kawan it
mencoba dibahas hubungan kewe-
nangan it sendim antara pusat
dan daerih.

Pada hakikatnva hubungan ke-
wenangan antara Pusat dan Da-
erih sejak Hindia Belanda hingga
berlakunya Undang-Undang No-
mor 5 Tubun 19734 tentang Peme-
rintahan B Daerah memiiikn ciri-
¢ir yang  sama. Pertama, penye-
rahan urusan pemernntaban dan
pemerintah kepada dagrah olonom
cenderung dengan metode wlira
vires docirine dan dilakukan se-
cara mencicil. Proses penverahan
urusan pemerintahan berlangsung
sungat panjang. Kedow, oleh ka-
rena dagrah otonom lersusun se-
cary hirarkis maka proses penye-
rahan wrusan pemerintahan cende-
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reng secara bertingkat,  Ketiga,
pengawasan  pemerintah kepada
daerah otonom sungat ketat, baik
melalui pengawasan preventil ma-
upun pengawasan represif. Aki-
batnya olonomi daerah tergolong
sangat kectl. khosvsnya bagi da-
erah otonom yvane kini disebut
kubupmen dan kota, Gerakan sen-
tretweeal dalam bentuk serangkatan
prinberontakan daerah dalam ta-
hun lima puluban dapat dipandang
sehagan reaksi dan korveksi ter-
hudap kecenderungan seniralisas
yung  herlebiban (Bhenvamin
Hoessen, 2002 1401

Pada suat berluku UL No, 5
Tahun 1974, kendisi - otonomi
duerah di Indonesia sangat mem-
prihatinkan. Banyak urusan peme-
rintahan vang dikclota oleh pemne-
rintzh masing-masing melalui ins-
tunst  vertikal.  Daerah  atonon,
vang terdirt atas Daerah Tingkat 1
(Dati 11 dan Daerah Tingkat 11
(Dati Il memperlibatkan pirami-
da terbalik, Sehagiun besar keu-
ansun dacrah otonom bergantung
padda bantuan dari pemerintah me-
lalu dana Instrukst Presiden {1n-
pres].  Dhiskresi daerah  otonom
sangal Kecrl dan schabiknys pe-
ngawasan  pemerintah terhadap
dacrah otonom sangat Ketat,

Bilihat dari tataran mode] pe-
merintahan uerah yung dibangun
oleh holligan dan Aulich, UU No.
3 Tahun 1974 menganul sivie-
tural effictency model yang  me-
nehankan  cfisienst dalam  pela-
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vanan dan pembangunan. Dengan
dianumya modet tersebut. terjad
kescraranman penvelenggaraan pe-
inenntahan.  Memut Holligan
dane Aol

Sl pwealeld encoueases rreater
cofitrd werreemnent e rveriiion
Fee e vt ol over foead go-
Ledtidken! do e Heae e -
et e e place o advanee
cfffereney amed econennys wsnallv
Lrealer presiiires for wiiformite
andd congormiry (Jobn Holligan
angd Chris Aulich, 1998 27}

Pemakatan mode! tersebut me-
milths  berhagai  kecenderungan
tertentu. Pertama. rerjadi kecen-
derungin meneorbankan  demo-
krasi dengan cara membatas: pe-
ran dun partisipasy lembaga per-
wikilun  rokvat dacrah  sebagai
iembagy pembuat kebijakan dan
lembuaga komtrol. Dalam hal ing,
kKepuda daerah ({KDH) tidak akun-
titbel terhadup DPRD. Kedua. ke-
cerwderungan keengganan  peme-
rntah untk menyerahkan wewe-
nang can diskreesi vung lebih besar
Kepada  daerah otonom, Ketiga,
hevenderungun mengutamakan
dekonsentrasy daripada desentra-
15181,

Dalim upaya mercformasi ter-
hadap UL Na. 5 Tahun 1974, UU
N, 22 Tuhun 1999 idak lagi me-
nganul model effisiensi struktural
melainkan model demokrasi lokal.
Mengena model demokrasi lokal
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dikemukakan oleh Holligan dan

aulich bahwa:
The foral democrgey piodel -
fics local differences wnd svstem
diversiny becanise {oeal authorin
has bath the capacine amd tiwe
legitinaey for the locel voice,
This means that Tncal authoriy
can aued will meake cheices thai
differ from those mace by ather.
(John Holligan and  Chris
Aulich, 1998 30},

Seiring  dengan  pergeseran
model tersebut terjadi pula per-
gescran dar pengutarnaan dekon-
sentrast ke pengutamaan desen-
tralisusi. Selain itu, pemangkasan
dan pelangsingan strukiur organi-
sust dilakukan pula dalam rangka
menggeser model orgunisasi yang
hirarkis dan bengkak ke model or-
ganisasl vang datar dan langsing.
Kabupaten dan Provinsi yang se-
mula dependent  dan subordinare
kimi hubungan tersebut menjadi
independent dan coordinate.

Apabila  dilihat  dari teom
Arthur Maass, distribust urusun
pemerintahan kepada daerah oto-
nom yang semula dianut witra vi-
rey doctrine dengan meringi uru-
san pemerintzhan yang  menjadi
kompetensi daerah otonom di-
fanti dengan general competence
atau open end arragement  yang
merinet fungsi pemerintaban vang
mengadi  kompetensi  pemerintah
dan Provinsi {Arthur, Maws, Areq
and power: A FTheory of Local



MEBUSNGAN KEWENANGAN
FUSAT DAN HAERAN THLITAT DARD FUNGAT

g

]

Crovermment.  (Hlinois  Glencoe.
1959 45, Urusan pemerintaban
vang secara eklusif menjadi kom-
petensi pemermtah telah dirine
dalam Pasal 7 Avat (13 UL No. 22
Tahun 1999 yang meliput politik
luar megeri. pertahanan dan kea-
manan. moneler, fiskal, peradilan
dan apama. Pengawasan pemerin-
tah rerhadap dagrah otonom yang
semiula cenderung keersit berge-
ser ke persuasit agar diskress dan
prikarsa  daerah  otonom  febih
tersalurkan.  Konskuensinya, pe-
ngawasan  pemerintah  terhadap
kebijakan daerah  yang semula
prevenut dan represif Kim hanya
sccara represif. Dalam keuangan
daerah otonom. terjadi pergeseran
dirl pengutamaan  spesific grant
ke Blerck srrans.

Konsep  Pemerintah  Daerah
vang semula mencakup KDH dan
DPRD imepurut LU Mo, 5 Tahun
19741 kini konsep tersebut hanya
merujuk kepada KDH dan perang-
kat dacrah, sedangkan DPRD her-
ada di Juar pemerintah Dacrah.
KDH vang semula udak akunta-
bel terhadap DPRD kini dicipta-
kim akuntabel. Hubungan peme-
rintah din otonom selama UU No.
5 Tuhun 1974 bersifat dun atas ke
bawah diganti dengan hubungan
vang bersifat resiprokal (timbal
balik). Melalui berbagai asosias
pemerintahan daerah kerap kali
dilakukan berbagai wntutan oleh
daerah otonom kepada pemerintah
untuk memperbesar olonomi dae-

r bahkan hinl artthulast kepen-
tingan dacrah otonom melabanr De-
wan PerwakUan Davrah.

Dengan berlakunva UL Noo
32 Tahun 2004 hubungan kewe-
nangan Fusat dan Daersh menga-
leimi perubuahan pula. Pengaturan
mengendt distribust drusian peme-
nntaban - mengalami - perubaban
yvang mendasar. Penama, arusan
pemerimiaban vang  tidak  dapar
didesentrulisasikan. Kelompok -
rusan permermiabian ini dipandang
penting bagr keutuban organisasi
dan bangsy indonesia. Menumt
Pasab 100 Avat (3] wrusan peme-
rimtahan ini mehiput poliik luar
negeri. perlahsnan.  Keamanan,
moneter, Hskal nasional, vustisi
dan agama. Kelompok vrusan pe-
mertntahan  ini diselenggarakan
menurut asis sentralisasi, dekon-
sentrusi kepada wakil pemerinrzh
(gubernur) dan instansi vertical di
PrOvInst sena tugas pembantuan
kepada dacrah otonom dan desa.
Kedua, urusan pemerintahan yang
daput didesentralisasikan. yaitu u-
rwsan pemerintahaen di luar kelom-
pok urusan  pemerintahan  yung
pertama. Urusan pemerintaban ini
disentralisusikan, didekonsentrasi-
kiun kepada gubernur selaku wakil
pemenntab.  ditugasbantukan  ke-
pada duerah otonom dan desa.
Sebagian dari urusan pemeritahan
terschut scharusnya didescotrali-
saszikun kepada daerah otonom,
naitun Pasal 10 ayat (5) udak
mengalurnyi.
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Distribuxi urusan pemerintah-
an tersebor G atas didasarkan pa-
i kriterna chsternalitas, akunta-
bilitas cdan ehsienst. Selanjutnya
urusun pamermkalan yang  drde-
seitralisasikun dapat bersifat wa-
pih dan iiup:ﬂ pula bersatat pilihan,
Dadam pusiaka Inggris masing-
masing urusan wanh dan urosan
pilihan larim disebut eldigatory
functionry dan permissive  finc-
thewry | W Trie Jacson, 1951 361

Schonarnya scoara mendasar
undang-undang i menganut me-
twde witra vives doctrine, Karena
distribusi wrusan pemerintahan
bagi pemerintih, provinst dan Ka-
bupaten/kola akan dipetakan seca-
ra 1inci menurut ketiga Kriteria.
Dalum prakok keluk akan timbul
banyak konilik antara  proving
dan kabupatenfhota dalam menye-
lenggarakan utusan wajib.

D samping perubaban menge-
rai distribusy wrusan pemerintah-
an, susunan dacrah otonom juga
mengalunu perubaban, Daerab
otonum  lersusun secara  hirarkis
dilibat dari berbagar aspek. Na-
mun, tdak terdapat pasal yang
menyatukan biahwa peraturan dae-
rah provinst berkedudukan lebih
linggi daripada peraturan daersh
kahupaten/kot, Selunjutnya, Tu-
vas Pembantuan tidak saja dila-
kukan oleh pemerintah kepada
dacrah otonem dan desa, tetap
juga oleh provinsi kepada kahu-
patenfkota dan desa serta oleb
kabupaten/kota kepada desa. As-

pek lain adalah pemberian laporan
penyelenggaraan pemerintahan
daerah oleh kepala dacrah kepada
pemerintah  secara hertingkar.
Gubernur  memberikan  laporan
kepada Presiden melalui Menten
Dalamn  Negeri dan Bupau atau
Walikota memberikan laporan ke-
pada Menten Dalam Negen mc-
lului Gubernur,  Juga dalam hal
pengangkatan  Sckretaris  Daerah
(Sckda). Sekda provinsi diangkat
oleh Presiden atas usul Gubernur,
sedangkan Sekda Kabupaten/Kotn
diangkat eleh Gubernur atas usul
Bupau/Walikota.

Dua gejala melckat pada tugas
pembantuan yang dianut dalam
Undang-undang No. 32 Tahun
2004. Pertatna, tugas pembantuan
berimplikasi pada masuknya desa
ke dalam lingkungan pemerintah-
an nasional. Kini seclub-olah desa
telah dijadikan daerah  otonom,
Kedua, dengan dianutnya tugas
pembantuan  baik oleh  provins
maupun kabupaten/kota, maka e-
sensi negara  kesatuan menjadi
kabur. Dalam negara kesatuan.
hanya pemerintah  yang dapi
menyelenggarakan dckonsentrasi,
tugas pembantuan dan desentra-
lisasi.

Undang-undang ini memadu-
kan model efisiens struktural dun
made] demokrasi lokal. Walarzpun
demikian nuasa demokrusinya 1e-
tup masih kental. Pada masa scka-
rang, bukan hanva keanggotaan
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah



(DPRLY vang didasarkan atas pe-
milihan langsung oleh rakyar, te-
tapi juga kepada daerah, Oleh
karcna itu konfhk yang terjudi di
masyarakal makin bervariasy. Da-
i masa UU No. 22 Tahun 1999
konflik vang terjadi adalah antara
pemeriniah dan daerak otonom.
antar-dacrah otemom, antara KDH
dan DPRD, antara masyarakat dan
KDH/DPRI). dan antara masya-
rakut yang dilingkupi oleh daerah
otlonom vang berbeda. Schenarnya
pemilihan kepala dacrab  secara
langsung pernah juga dianut da-
lam Undang-undang Nomor | Ta-
hun 1937 tentang Pemernintaban
Dt Daerah, namun belum pernah
diluksanakan. Menurut CU terse-
but, pemiliban kepada daerah se-
Cara langsung perlu diatur dalam
suatu UL tersendiri. Selama be-
lum dwindangkan UU tentang pe-
mielihan umum (Pemilu) kepala
daerah tersebut, pemilihan kepaly
daerah dilakukan oleh DPRD dan
pengangkatannya dilakukan oleh
pemeriniah  sebagaimana  diatur
dalam UU No. 22 Tuhun 1948
tentang Pemerintahan D Daerah.
Dan pengataman berlakunya
Ul No. 22 Tabhun 1999, penye-
lenggaraan otonomt duerah secara
tdak sadar memmbulkan kecen-
derungan terjadinya metamorfose
dar1 otonomi daerah menjadi semi
kedaulatan, Metamorfose tersebut
dapat dikenali dan sejumlah indi-
Kator. Pertama, terdapat anggapan
di kalangan elit fokal mengenai
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hubungan antara sentralisasi dan
desentralisus bersgiat - dikotami
dan ndak bersitut kontinum, Ke-
dua. terdapal anggapan mengenat
wewenang vanyg utub dan sepe-
nuhnyva dari daerab otonom dalam
berbagar urusan pemerintahan di
luar urusan pemerintaban  yang
secara eksplisit menjadi kompe-
tensi pemerintah. Ketiga, terdapat
tunttan oleh elit formal local
terhadap semua asset pemerintah
vang berada i wilayah daerah
atenom. Keempat, pengingkaran
segala bentuk kendalt dan kontrol
pemerintah yang diatur dalam ke-
rangka hukum. Kelima, penam-
pilan berbagai keputusan menteri
schagai  Kebijakan vang  harus
dipatuhi,

Manifestasi dari metamorfose
di atas tumbuh subur ethrocen-
trivms  dulum kepoliikan elit se-
tempat. Akihatnya terjadi puro-
chial politic yang menghambuat
proses loyalitas nasional, Pemang-
kasan  birokrast  nasional  dalam
rangka dekonsentrasi yang  ber-
peran schaga salah satu perekat
Raden integrarion memupuk ke-
suburan  ethrocentisms, Gerakan
centrifugal  bermunculan. Gejala
denmkian memperkual anggapan
lami yung dipegang oleh kalang-
an elit nasional tertentu bahwa
sentralisast  berpotensi ke arah
disintegrasi bangsa dan wilayah
nusional.

Secara substansizl dalam masa
kini terjadi reduksi kekuasaan mas-
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syinskat. Sepert telsh diurarakan
pada  hakikatinya  desentratisasi
merupakan olonomisasi suatu ma-
syarakat vang berada dalam wila-
yab tertentu. Masyarakat yang
memperoleh  otonomi menpelina
menjadi -dacraht olonom. Hal ni
membawa konsekuensil perlunyi
parttsipast aktif dart masyarukat
dalam setiap tahap penyelengga-
raan otonomi. Namun desentrali-
sast dan etenomi daerah dipahami
secary luin. Desentralisasi dicerna
schagal  penyerahan  wewenang
pemenintahan dari elit politik na-
sional kepada elit lokal. Akibat-
nva keberadaan masyarakat vang
herotonemi - bersifat  pinggiran.
Masvarakat bukan schagai subyek
tetapi vbyck otonomi daerah. Ke-
Kuwitsaan masyurakat tereduksi o-
feh elit lokal. Ketiadakaan visi di
kalangan elit local mengenai olo-
nomi daerah untuk mensejaheera-
kan masyarakat melalui pembe-
rian layanan publik berakibat pada
kemerosotan layanan publik. Ba-
gian  lerbesar anggaran  terserap
bukun untuk layanan publik tetap:
untuk  membiavai birokrat  dan
anggua DPRD.

Penyelengguraan  pemerintah-
an daerah sebagai sub sistem dari
penyelenguaraan  pemerintahan
nasional adalah mulak. Demikian
pula  penyelenggaraan  pemenn-
tzhan daerah provinsi. kabupaten,
dan kota masing-masing sebagai
sub-sub =istem dari penyelengga-
raan pemerintahan dacrah secura

keselurohan. Tampuknya terjadi
pengkotak-kotakan dalam penye-
lenggaraan pemenntahan dacrah.
Di antara daerah otonom tdak
terdapat  hubungan  fungsional
yvang lerbungkus dalam  suatu
sistem.

Dalam rangka efektivitas pe
laksanaan otonomi dacrah, scsual
L'L Mo 22 Tahun 1999 vang ke-
mudian divbabh dengan Undang-
undang Nomor 32 1entang Peme-
rintahan Daersh, Pemerintah In-
donesia telah mengeluarkan Per-
aturan Pemerintah Nomor 8 Ta-
hun 2003 rentang Pedoman Orga-
nisasi Perangkat Daerah yang de-
ngan ity dinas-dinas atan orga-
nisasi yang dibentuk oteh peme-
rintah daerah diharapkan lebih
dapat memberikan pelavanan pu-
biik yang memuaskan hagi peng-
gunanya, Dalamy konleks desen-
tralisasi, pelayanan publik seha-
rsnya menjadi [ebilh responsive
terhadap kepentingan publik,
mana paradigma pelayanan pubiik
beralih dart pelayanan yang si-
fatnya sentralistik ke pelayanuan
yang lebih memberikan focus pa-
da pengelolaan yang berorientas
kepuasan pelanggan (customer-
driven government) dengan ciri-
ciri: fa) lebih memforkuskan dir
pada fungst pengaturan melalui
berbagai kebijakan yang mem-
fasilitas1 berkembangnya kondisi
kondusif bagi kegiatan pelayanan
kepada masyarakat, (b} lebih
menfokuskan diri pada pember-



davasn masyarakat schingpgs ma-
sviraKal mempuRya rasa memi-
lik1 yung tingg terhadap fasilitas-
Fasilitas  pelayanan vang telah di-
hangun bersama. (c) menerapkan
sistem kompetist dalam hal pe-
nyedipan pelavanan publik ter-
lentu sehingga masyarakat mem-
peroleh pelayanan yvang berkua-
llas, oy derfokos pada penea-
palan visio misi, twjuan dan sa-
saran yang beromentas: pada hasil
(wteomes ) sesudl dengsan masuk-
an yang digunakan, i) pada hal
terientu pemenmtah juga berperan
untuk memperoleh pendapat dan
masyarakat dari pelayanan yang
difuksanakan, (g} lebib mengula-
makan antisipssi terhadap perma-
salahan pelayanan, thi letih me-
neutamakan desentrubisas dalim
peluksanaan pelayanan, dan (i)
menerapkan xistern pasar dalam
memberikan pelayanan. Namun di
lain pihak, pelayanan publik juga
memiliki  beberapa sifat antara
luin: {1y memiliki dasar hukem
yang jelus dalam  penvelengga-
raannya, (2} memiliki wide stake-
heddlery, (3) memiliki tujuan so-
stal, (47 dituntul untuk akuntabel
kepada publik, (5 memiliki com-
pex and  debated  performance
findicators,  serta (6] seringkali
menjadi sasaran 15u politik,

Datam era demokratisasi  dan
desentralisasy saab tnt. selurubh pe-
rangkat birokrasi, periu menyadari
bahwa pelayanan berarti pula se-
mangal pengabdian yang mengu-
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tamakan clisienst dan keberba-
silan bangsa dalam membangun,
vang dimanifestasikan antara lan
dalam perifeku “melavani, bukan
dilavan™,  “mendorong. bukan
menghamhat™,  mempermudah,
bukan  memersulit”,  sederhana,
bukan berbelii-helit”™, terbuka un-
tuk  setiygp wring, bukan  antuek
segelintir orung ™

Pemberian  pelavanan  yang
berkuslitus  merupakan cerminan
dari  prakiik  professional  yang
menjadi senjata ampuh dalam ber-
sing merath dan memperahan-
kan pasar. Pelayanan yang berku-
alias  akun melibatkan  seluruh
komponcn organisasi secara ter-
integrasi mefaksanakan fangeung
Juwab  dan perznannya  datam
memberikan pelayanan, Kualitas
pelavanan mencakup tata cara,
perilaku dun juga penguasasn pe-
ngetahuan  tentang produk  dard
penvelengzary lavanan, sehingga
penvampatan informas) dan pem-
berlan fusilitusfasa pelavanan ke-
pada pelanggan dapat secara op-
timal memenuhi kebutuhan yang
diharupkan  pelanggan, sehingga
pelunggan akan merasa puas dan
perusiahaan  akan  mendapatkan
manfitnya, Untok itun, upaya per-
Patkan koulitas pelayanan perla
mendapatkan perhatian sungguh-
sungguby dan pemerintah.

Konsistensi  dalam  desentra-
lisasl Kewenangun. Penyvelengga-
raan petnerintahan yang  efisien
dun  efekn!l. dan  pembangunan
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yang terarall pada perwujudan ke-
adilun sosial hagy sefuroh rakyat
di seluruh wilayah tanah 2ir men-
syaratkan berkembangnya otono-
o, ionemi Duerab mengimpe-
rasikan hak, kewajiban, dan tana-
suny jadih,  ataupun kewenang-
an daerah untuk  mengurus “ru-
mah  fangga (pemenntaban dan
pembangunany” duerah dalam me-
wujucdhan cita-cita dan tujuan oto-
nomi: valu vtamanyi (1) mening-
katkun Kapabilitas dun kesejah-
leraun.  Jan  peranseriy  masyi-
rakat. din 13) menjaga keserasian
bubungun antar daerah dan antara
Pusut dun Daerah,

Puluksanaan  atonomi  daerah
il osangat penting, karena  tan-
tangan perkembangan lokal. nasi-
ovinal. regmonal, dan internasional
di bherbagai bidung ekomomi, po-
link dan kebudavaan terus me-
minghut dan mengharuskan dise-
lengrurukunnyia otwmomi - dacrah
vang ok, nvata dan bertanggung
Jawub kepuda duerah. Pelaoksana-
an olonoimi daerah i diwujudkan
dengan pengaturan.  pembagian,
din pemnatastan sumberdaya
MWSENZ-masmy serta perimbangan
kewangan pusat Jdan dacrah, sesum
prinsip-prinsip demokrasi, peran-
serfa masvarakul, pemerataan dan
keadilan. serta potensi dan keane-
harupamman  antar dacrah, Dalam
rangka it telah dierbitkan per-
aturan perundang-undangan yang
mengalur kebijokan otonomi dae-
rih vang mengacu  pada prinsip

yang dapat dijadikan dasar pe-
mikiran dalam menelaah berbagai
kermungkinan vang akan terjadi di
daerah,

Kebijakan otonomi dacrah dan
desentralisasi kewenangan  scha-
gar akselarasi pertumbuhan  dan
pemerataan pembanguaan dacrah.
udak hanya membutuhkan penga-
lihan kewenangan dari atas ke
bawah, lclapi juga perlu didasarn
keprakarsaan dan kemampuan da-
ri bawah untuk mendorong kerma-
juan daerah, serta saling hubung-
an yang harmonis antara daerah
dan antara pusal dan daerah dalam
perangkat Negara Kesatnan Re-
publik Indonesia. Dalam kultur
masyarakat Indonesia yang  pa-
ternalistik, kebijakan dan tujuan
desentralizast dan otonomi dasrah
g udak akun berhasil apabila
tiduk dibarengi  dengan  upava
sadar  untuk membangun kepra-
karsaan dan Kemampuan untuk
memikul tanggung jawab otenom)
daerah itu sendiri.

Namun. kadang-kadung  oto-
nomi daerah hanya dipghami se-
hagar kebijakan yang bersifat ins-
titusional belaka, vang hanva di-
kaitkan dengan fungsi-fungsi ke-
Kuasaan pemenntahan. Oleh Kare-
na itu. yang menjadi perhatian hi-
nyalah soal pengalihan kewenuang-
an pemerintahan dar ongkat pusat
ke tingkm duerah. tevapr esensi
kebijukan olonomn daerah i se-
benarnya berkaitan pula dengan
proses demokratisasi yung ber-
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kembung  loas dolwn kehidupan
nasional bangsa kua dewasa ni
yang mengusung nilai-nilai demo-
krasi yvang mengedepankan tang
gung  jawab. kemanusiaan,  duan
peradaban yang luhur yong ngak-
nya justru terabatkan dalam kehu
dupan kebangsaan kita dewasa 1o

Pada tingkat suprastruktur ke-
negaraan maupun dalam rangka
restruklurisasi manajemen peme-
rmtahan, kebijjakan otonom due-
rah dikembangkan seiring dengan
agenda dekonsentrasit kewenang-
an, Jika kebijukan desentralisas
merapakan konsep pembagian ke-
wenangan sceard vertical, maka
kehijakan dekonsentras pada po-
koknya  merupakan kebijakan
pembagian kewenangan birokrasi
pemerintahan secara  honzontal.
Kedua-duanya bersifat membatasi
kekuusaan dan berperun sangat
penting dalam mewujudkan iklim
kekuasaun yang makin demokratis
dan berdasar atas hukum.

Karena itu, kebijakan otonomi
dacrah tidak banva perlu diliba
kattannya dengan agenda pengi-
liban kewenangan dari Pemerin-
tah Pusat ke Pemerintah Duoerah,
fetapn Juga  menvangkut  penga-
lihan kewenangan dart pemerintah
ke masyarakat. Inilah yang perlu
mendapatkan perhatian scbagai e-
setst pokok dant Kebijakan oto-
nomi duerah dalam arti yang se-
sungguhnya, Qronomi dagrah ber-
artl otonomi masyarakat di dae-
rah-daerah yang diharapkan dupat
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terus  lumhah dan berkembang
keprakarsaan dan kemampuannya
datam memikul tangpung jawab
demokrast dan pembangunan di
dacrah, Dengan  perkataan  lain,
pelaksanaun otenomi daerah yang
sungguh-sungouh sangat membu-
tahkan kominmen dan kompetensi
untuk mewwudkan prinsip-prinsip
tatakclola pemerintahan vang baik

1IV.PENLTUP

Berbagai kelemahan tersehut
berakar pada Ketidaksempurnaan
kerangka hukum dan rendahnya
kualitas pemababtan entang oto-
nnni dacrth di kalangan  stake-
fierleders. Oonomu daerah mengan-
Jung kehebasan dan diskeesi, na-
niun bukan kedaukatan dan kemer-
dekaan. Sckulipun kata otonomi
daecreh terlihat dan terdengar di
berbaga tempat, terpatri  dalam
hukum dun agenda pemerintah,
terdengar dadam genderang pro-
paganda dun berbagai kekuatan
politik dun terpintal dalam teori
politik, namun tidak pernah ter-
daput otonomi dacrah tanpa batas
dun epas dari pengawasan oleh
peraerintah. Duerah otonom ada-
lih ¢iptaan Pemncrintah. Penga-
wisan diperlukan bukan  unwk
mengekang 1etapl untuk mening-
katkan  kincria  daerah  otonom,
menghindart terjadinya penyalah-
gunaan kekuasaan terhadap warga
nuasyarakat, mensinkronkan dina-
mika penyelengguriun  pemerin-
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tahan ~courn keseluruhan dan mu-
sy proses  mensejahterakan
masyarukat obeh berbagai instansi
secara demokratis, Penyerahan u-
rusun pemenntahan kepoada dacrah
vlonom dilukukan sceara bertahap
adafah “sangar bijuksana,  tetapi
Nk menmanut ~istem cicilan.

DAFTAR PUSTAKA

Bhenyumin Hoessein, (2002). “Pe-
n¥elenegoraan (Monomi Dae-rah
menurut Lindang-Undang Nomaor
22 Tahun 19997, Makalzh, tanpa
penpelasan lempal penyampaian-
nuil,

Dwi Andayant Ba, 120044 “Prinsip-
prinsip Otonami Daeral menuarut
Undang-undang Nomeor 32 Tahun
20047 Makalah, tnmpa penjelas-
an [empal penyampiinnya.

Holligan, John und Chris  Aulich.
(1998). “Reforming  Australian
Oovernment: Impact and Immpli-
catioms for Locul Public admi-
pistrunon”. dulum buku Beform-
iy government, Newy conces
and  Practices in local Public
Adnrieistrarion. Tokyor  Eorope
Local government Center,

Jacson, W Enw. (1951, Local Ge-

verntient in Eeplamd and Wales
lLondon: Pinguin books, Lid.

Maddick. Henry. {1966). Demacracy,
Decentralizatiom  and  Develop-
ment. London: New York: Asia
Publishing House).

Maas, Arthur, (1959}, Area and po-
wer: A Theory of Local Gavern-
medf. (lencoa, Winois: The Free
Press,

Nugraha, Safri. (20063 "Perencanaan
Pembangunan Hukwm Nasional
Bidang  Hukum  Administras
Negara (HAN)Y™. Takarta: BPHN.

Eondinelli, Dennis. (1990% A Decern-
trafization, Territorial Power and
the State: A Critical response”
dalam Development and Change.
Vol 21, London: Newbury Purk
and New Delhi: Sage.

Strong, C.F. (1960). Modern Political
Constitution: An Introduction to
e Comparative Study of Their
History  and  Existing  Form
London: Sidgwick & lackson
Limnited.

Wheare, K.C. (1951}, Federal Go-
vernment, London: Oxford Umi-
versity Press.

Willbern, York. (195%). “The States
as Components in Arcal Division
of Power” dalam Maass. Arthur,
Area and Power: A Theary of
focal genvernment. Glencoe: -
nais the Free Fress.



